Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank








A. Latar Belakang Masalah 
Dalam dunia ekonomi memiliki peranan yang signifikan terhadap 
perkembangan manusia, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan 
hidupnya. Bidang ekonomi memiliki ruang lingkup yang luas, dimana setiap hal 
pasti bersinggungan dengan aspek kehidupan manusia yang fundamental. Salah 
satu lembaga keuangan yang dalam dunia ekonomi yang paling dikenal oleh 
masyarakat yaitu lembaga perbankan. Sehingga lembaga perbankan sebagai 
salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan 
perekonomian suatu Negara. Lembaga ini dimaksudkan sebagai perantara pihak-
pihak yang dalam hal ini mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang 
kekurangan serta memerlukan dana. Bentuk layanan dari bank yang banyak 
dimanfaatkan oleh masyarakat adalah kredit. Pada umumnya mereka yang 
memerlukan dana sebagai modal untuk menunjang usaha ataupun kegiatan 
ekonominya tersebut, sehingga bank melayani kebutuhan pembiayaan serta 
melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. 
Gencarnya pembentukan hukum perbankan saat ini adalah bentuk upaya 
penyempurnaan terhadap hukum yang telah ada, dimaksudkan agar perbankan 
Indonesia memiliki landasan gerak yang kokoh serta membawa ke arah sikap 





perbankan nasional mampu berperan dalam peningkatan taraf hidup orang 
banyak, juga mampu menjadi pelaku pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. 
Dengan demikian peranan perbankan nasional dapat terwujud lebih nyata, dalam 
rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana sesuai dengan pengertian Bank 
dalam Pasal 1 butir 2 berbunyi 
”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 
bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 
taraf hidup rakyat banyak”.1 
Selanjutnya dalam Undang-Undang Perbankan yang diubah menyebutkan 
fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia, yaitu :
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1. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan 
penyalur dana masyarakat; 
2. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 
nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, 
dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. 
Jika dicermati dari dua fungsi utama bank di atas terdapat hubungan yang 
erat antara bank dengan nasabahnya. Apabila bank berfungsi sebagai penyalur 
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dana maka disini bank bertindak sebagai kreditur, sedangkan nasabah berperan 
sebagai debitur. Hubungan antara bank dengan nasabah debitur tersebut terikat 
dalam suatu perjanjian kredit bank. 
Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga 
pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah oleh 
karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank 
untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan 
masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin 
bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan 
jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal 
tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan keamanan 
sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan sekaligus 
unsur keuntungan (profitability) dari suatu kredit.
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Dalam suatu perjanjian tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Karena 
suatu perjanjian dimulai dengan adanya “kesepakatan”. Dan tidaklah mungkin 
salah satu pihak sepakat untuk dirugikan oleh pihak lainnya. Namun fenomena 
yang terjadi dalam perjanjian kredit bank menunjukkan hal yang sebaliknya. 
Setiap bank telah menyediakan formulir atau blanko perjanjian, yang isi dari 
perjanjian terlebih dahulu telah dibakukan. Formulir tersebut disodorkan pada 
setiap pemohon, yang isinya tidak diperbincangkan melainkan setelah dibaca 
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oleh pemohon, pihak bank hanya meminta pendapat kepada calon nasabah 
apakah dapat menerima syarat-syarat dalam formulir tersebut setuju atau tidak.
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Di Indonesia ini aturan yang khusus mengatur mengenai tata cara 
penyusunan perjanjian kredit termasuk pencantuman klausul yang harus ada dan 
klausul yang tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian kredit. Sehingga 
bank-bank di Indonesia memiliki bentuk dan isi perjanjian kredit yang berbeda-
beda. Secara umum dasar hukum yang dijadikan acuan bagi pihak bank dalam 
memberikan pelayanan kredit adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang 
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Surat Keputusan Dirut 
Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tentang kredit Perbankan, sehingga 
pihak bank dalam mencantumkan klausul-klausul perjanjian kreditnya 
setidaknya harus sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan 
tersebut. Kemudian dalam mekanisme pemberian kredit calon nasabah debitur 
harus diberikan kesempatan untuk membaca dan mengetahui terlebih dahulu isi 
dari perjanjian kredit yang dimaksud termasuk diajak untuk merundingkan 
mengenai bagian-bagian klausul yang masih belum terisi berkenaan dengan 
kredit yang hendak diberikan sejalan dengan prinsip dasar dari asas kebebasan 
berkontrak dimana keseimbangan hak dan kewajiban para pihak adalah hal yang 
utama. 
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PD. BPR Djoko Tingkir merupakan lembaga perbankan yang 
berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Nomor 249, Sragen, Jawa Tengah. 
Nasabah debitur dari PD. BPR Djoko Tingkir berasal dari semua kalangan baik 
Aparatur Sipil Negara, Polisi, TNI, serta masyarakat umum. Hal ini dapat terjadi 
dikarenakan letak kantor berada dipusat kabupaten sragen, sehingga nasabah 
debitur dari berbagai kalangan dapat masuk. Sehingga sangat sesuai dengan visi 
misinya yaitu meningkatkan permodalan, meningkatkan sumber daya manusia, 
memberikan citra dan hasil yang terbaik serta mensejahterakan rakyat banyak 
melalui kredit bank.   
Dalam kenyataannya kondisi tersebut terjadi dalam perjanjian kredit bank 
di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragem dalam membuat perjanjian 
kreditnya, PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen mendasarkan pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini dikarenakan PD. BPR Djoko Tingkir 
Kabupaten Sragen memiliki bentuk hukum Perusahaan Daerah, dimana didirikan 
dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 21 
ayat (2) jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 
Dalam Pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa bentuk hukum suatu Bank 
Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari : 
a. Perusahaan Daerah ; 
b. Koperasi ; 





d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.5 
Sedangkan dalam Pasal 23 disebutkan bahwa : 
“Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga 
negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga 
negara Indonesia, Pemerintah Daerah, atau dapat dimiliki bersama di 
antara ketiganya.’6 
Sehingga jika aturan yang diterapkan dalam pembuatan perjanjian kredit 
adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, maka hal itu merupakan sesuatu 
yang sudah dapat dibenarkan. 
Perjanjian kredit yang dibuat antara PD. BPR Djoko Tingkir dengan 
nasabah debitur adalah perjanjian baku atau standar. Dalam perjanjian tersebut, 
klausul-klausul telah dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak bank secara 
sepihak. Klausul-klausul yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut 
cenderung merupakan upaya perlindungan bagi kreditur untuk mengatasi resiko 
kredit dalam hubungan kenasabahan perkreditan. Oleh karena itu nasabah 
sebagai calon debitur tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau 
menolak klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian kredit. Mengingat 
bahwa dalam perjanjian kredit tersebut telah terjadi hubungan kontraktual dan 
klausul-klausul tersebut cenderung berpihak pada bank selaku kreditur. 
                                                          
5







Mengingat peranannya maka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 
nasional tidak berlebihan apabila pemerintah mengadakan pembinaan dan 
pengawasan yang ketat. Semuanya itu didasari oleh landasan pemikiran agar 
lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, 
serta mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat 
kepadanya, serta mampu meyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang 
yang produktif pada pencapaian sasaran pembangunan. 
Berdasarkan latar belakang itulah yang mendorong penulis untuk 
mengetahui dan mengadakan penelitian mengenai kebebasan berkontrak dalam 
perjanjian kredit bank serta menuangkan dalam skripsi yang berjudul : 
PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM 
PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS DI PD. BPR DJOKO 
TINGKIR KABUPATEN SRAGEN). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, kiranya dapat 
ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian 
kredit bank di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen ? 
2. Bagaimanakah klausula eksonerasi yang diterapkan dalam perjanjian kredit 







C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan target yang ingin dicapai sebagai solusi atas 
masalah yang dihadapi, berdasarkan rumusan masalah diatas maka ditetapkan 
tujuan penelitian sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian 
kredit bank di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. 
2. Untuk mengetahui klausula eksonerasi yang diterapkan dalam perjanjian 
kredit bank di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen. 
D. Kerangka Pemikiran 
Menurut CST Kansil, perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang 




Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPerdata yang dimaksud perjanjian yaitu 
: “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 
Sehingga untuk sahnya suatu suatu perjanjian diperlukan empat syarat 
menurut Pasal 1320 KUHPerdata antara lain : 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 
3. Suatu pokok persoalan tertentu. 
4. Suatu sebab yang halal. 
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Perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang 
membuatnya. Jadi perjanjian merupakan sumber terpenting yang dapat 
melahirkan perikatan disamping sumber lainnya yaitu undang-undang. Jika 
dikaitkan dengan perjanjian kredit bank, maka dapat diartikan bahwa pihak bank 
dan pihak lain saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kredit bank untuk 
memenuhi suatu prestasi. Sehingga perjanjian kredit bank merupakan alas hak 
dari adanya suatu kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang 
lain. 
Didalam suatu perjanjian harus mendasarkan pada asas-asas yang terdapat 
dalam hukum perjanjian, yaitu : 
1. Asas Konsesualisme ; 
2. Asas Kebebasan Berkontrak ; 
3. Asas Pacta Sunt Servanda ; 
4. Asas Iktikad Baik ; 
Selain itu pengaturan mengenai asas kebebasan berkontrak tertuang dalam 
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian 
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya” 
Dalam perjanjian kredit bank terdapat hubungan yang erat antara bank 
dengan pihak lain. Untuk mengetahui hubungan hukum antara bank dengan 
pihak lain yang terikat dalam perjanjian kredit serta dasar hukum yang 





dengan demikian Penulis akan menyoroti pelaksanaan asas kebebasan 
berkontrak dalam perjanjian kredit bank di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten 
Sragen. 
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, 
yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan 
yang akurat saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Metode penelitian 
kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analisis yuridis 
bagi tergalinya keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian antara bank 
dengan nasabah debiturnya. 
2. Metode Pendekatan 
Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian hukum 
yang mengambil data kepustakaan dan lapangan. Penelitian yuridis empiris, 
yang merupakan penelitian menggunakan bahan-bahan hukum yang tertulis 
maupun tidak tertulis ataupun bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. 
3. Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian tentang pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada 







4. Sumber Data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari 2 (dua) sumber, 
yaitu : 
a. Data Primer, yaitu data pendukung terhadap data sekunder yang 
bersumber pada keterangan-keterangan dari informan yang 
menjadi responden penelitian. 
Penelitian Yuridis sosiologis menggunakan data primer berupa: 
i. Wawancara dengan pejabat-pejabat yang berwenang 
menangani perkreditan di kantor PD. BPR Djoko Tingkir 
Kabupaten Sragen. 
ii. Wawancara dengan warga masyarakat selaku nasabah / calon 
nasabah debitur. 
b. Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari penelitian 
kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan literature yang 
relevan dengan permasalahan yang diteliti. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Menurut Goetz & Le Conte (1984) dalam penelitian kualitatif terdapat 
strategi pengumpulan data yang dapat dikelompokkan dalam dua cara 





interview dan observasi, sedangkan non interaktif meliputi observasi tak 
berperan, kuesioner, mencatat dokumen dan arsip.
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Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini diperlukan cara-cara 
tertentu, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar, terarah dan 
akurat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dapat dijelaskan sebagai 
berikut : 
1. Metode Wawancara 
Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk 
memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan 
tertentu. Menurut Moleong (2001:135) wawancara adalah 
“Percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh 
dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan yang di-wawancarai (interviewee) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan”. 
Bertolak pada pendapat tersebut di atas, maka dalam penelitian 
ini penulis mengadakan wawancara tidak terstruktur, artinya 
wawancara tanpa menggunakan daftar pertanyaan yang jelas, 
guna memperoleh data secara langsung mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan pokok permasalahan seluas-luasnya. 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada karyawan PD. 
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BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen dan para warga 
masyarakat selaku nasabah atau calon nasabah debitur. 
2. Metode Observasi 
Dalam kegiatan observasi dapat dilakukan baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung merupakan 
teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berperan atau 
tidak berperan, sehingga menggunakan penelitian partisipatif atau 
pengamatan terlihat, di mana peneliti mengamati langsung 
kegiatan orang-orang yang menjadi sasaran dalam penelitian ini. 
Dalam observasi tak berperan, perilaku yang bergayutan dan 
kondisi lingkungan dapat diamati secara formal maupun informal. 
Formal, observasi langsung dilakukan dengan pengamatan pada 
saat kegiatan pelaksanaan perjanjian kredit dengan standar baku. 
3. Dokumentasi 
Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder 
dengan cara mencatat arsip dan dokumen yang tersimpan tentang 
data-data nasabah yang melakukan kredit dengan menggunakan 
standar kontrak / perjanjian baku antara nasabah debitur dengan 
PD. BPR Djoko Tingkir sebagai kreditur. Dalam hal ini penulis 
menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen, formulir-formulir yang tersedia dalam 





6. Metode Analisa Data 
Pertama berupa persiapan dengan melakukan studi kepustakaan yang 
berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan melalui 
penelusuran data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan 
berkaitan dengan hukum perjanjian dan hukum kontrak baku yang berkaitan 
dengan hukum perbankan, literature-literature tentang hukum perbankan, 
perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga bank baik secara di 
bawah tangan maupun notarial. 
Kedua, yaitu melakukan penelurusan lapangan dengan melakukan 
wawancara tak terstruktur dengan responden yaitu pejabat PD. BPR Djoko 
Tingkir Kabupaten Sragen, karyawan dan petugas pelaksana perjanjian 
kredit serta masyarakat sebagai nasabah atau calon nasabah debitur. 
Penelurusan di lapangan juga dilakukan dengan cara observasi 
(pengamatan) secara langsung di lapangan. 
Ketiga, setelah data terkumpul baik dari penelusuran kepustakaan 
maupun penelusuran lapangan, maka dilakukan analisis data. Data yang 
diperoleh disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan 
menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh disertai penjelasan secara 
logis dan sistematis untuk mendapatkan hasil signifikan dan ilmiah. 
F. Sistematika Skripsi 
Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, maka 





Bab I Pendahuluan ini, penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika 
Skripsi. 
Bab II Tinjauan Pustaka, dalam hal ini penulis menguraikan tentang Tinjauan 
Umum Tentang Perjanjian, dan Tinjauan Umum Tentang Kredit Bank 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang akan menguraikan tentang 
Proses pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit di PD. 
BPR Djoko Tingkir Kabupaten Sragen, dan Klausula Eksonerasi yang 
diterapkan dalam perjanjian kredit bank di PD. BPR Djoko Tingkir Kabupaten 
Sragen 
Bab IV Penutup, memuat mengenai Kesimpulan dan Saran yang berkaitan 
dalam penulisan skripsi. 
 
 
 
 
 
 
